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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan dalam bab-

bab sebelumnya, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Magelang memiliki peran
penting dalam penanggulangan pencemaran lingkungan di TPST Pasuruhan
melalui perumusan kebijakan, pelaksanaan program pengelolaan sampah, serta
pengawasan kualitas lingkungan. Upaya seperti penerapan prinsip 3R,
pemantauan baku mutu udara dan air tanah, pembangunan sarana pengendali
lindi dan gas metana, serta edukasi masyarakat melalui program Magelang
Bersih dan Hijau menunjukkan bahwa peran DLH telah berjalan cukup optimal.
Namun demikian, kinerja tersebut belum sepenuhnya maksimal karena
keterbatasan anggaran, yang membatasi pembangunan sarana pendukung,
peningkatan kapasitas pengolahan, dan intensitas pemantauan lingkungan.
Dukungan anggaran yang lebih memadai diperlukan agar upaya
penanggulangan pencemaran dapat dilakukan secara lebih efektif dan

berkelanjutan.
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Dalam pelaksanaan perannya, DLH Kabupaten Magelang menghadapi
sejumlah kendala yang menghambat efektivitas penanggulangan pencemaran
lingkungan. Kendala tersebut mencakup keterbatasan lahan dan kapasitas TPST
yang hanya seluas 1,8 hektare, sehingga tidak sebanding dengan volume
sampah yang masuk setiap hari. Selain itu, keterbatasan anggaran, sarana dan
prasarana, serta peralatan teknis seperti alat berat dan sistem pengolahan air
lindi menyebabkan penanganan pencemaran belum maksimal. Koordinasi
antarinstansi juga belum berjalan optimal, sementara kesadaran masyarakat
dalam memilah dan mengelola sampah dari sumbernya masih rendah. Di sisi
sosial, muncul persoalan ekonomi masyarakat sekitar yang kehilangan sumber
penghidupan akibat pembatasan akses ke area TPST. Kendala-kendala tersebut
menuntut adanya solusi berkelanjutan melalui peningkatan kerja sama lintas
sektor, partisipasi aktif masyarakat, dan penguatan penegakan hukum
lingkungan agar peran DLH dapat berjalan lebih efektif dalam menjaga

kelestarian lingkungan di Kabupaten Magelang.
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Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan penulis

adalah sebagai berikut:

1.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang perlu membangun mekanisme
layanan pengaduan dan informasi lingkungan yang mudah diakses masyarakat,
seperti pusat informasi terpadu, hotline, atau aplikasi pelaporan. Melalui
mekanisme ini, masyarakat dapat menyampaikan keluhan terkait bau, kualitas
air, maupun gangguan lain secara langsung dan memperoleh penjelasan resmi
dari pemerintah. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan komunikasi dua
arah yang lebih efektif, meningkatkan pemahaman masyarakat, serta
memperbaiki persepsi publik terhadap pengelolaan TPST Pasuruhan.
Penerapan pendekatan partisipatif antara pemerintah dan masyarakat perlu
ditingkatkan dalam setiap tahap pengelolaan lingkungan di TPST Pasuruhan.
Dinas Lingkungan Hidup sebaiknya melibatkan masyarakat sekitar secara aktif
melalui program edukasi, pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga, serta
pengembangan bank sampah. Selain itu, perlu dilakukan dialog rutin dengan
warga untuk menampung aspirasi dan membangun kesadaran bersama tentang
pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi timbulan sampah
dari sumbernya.

Diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap

kinerja TPST Pasuruhan. DLH bersama pemerintah daerah perlu melakukan
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evaluasi berkala terhadap efektivitas pengelolaan sampah, kondisi kualitas
lingkungan, serta dampak sosial-ekonomi masyarakat di sekitar TPST.
Monitoring ini juga harus melibatkan lembaga independen atau akademisi
guna menjamin objektivitas hasil penilaian dan memberikan rekomendasi
perbaikan yang berbasis data.

Strategi komunikasi publik perlu diperkuat untuk meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap program pengelolaan lingkungan. Pemerintah daerah
melalui Dinas Lingkungan Hidup dapat mempublikasikan capaian dan
perkembangan pengelolaan TPST Pasuruhan secara berkala melalui media
sosial, website resmi, maupun kegiatan sosialisasi langsung. Dengan
keterbukaan informasi tersebut, masyarakat dapat menilai bahwa kebijakan
pemerintah berjalan dengan arah yang jelas dan memberikan manfaat nyata

bagi lingkungan serta kesejahteraan warga.
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